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TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 104 TAHUN 2019
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya nomenklatur Pengangkatan

Mengingat 1.

Pejabat Administrasi yang disetarakan ke dalam Jabatan
Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak, untuk
efektivitas dan percepatan pelaksanaan kegiatan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah perlu pengaturan petunjuk
teknis penunjukan PPTK bagi Perangkat Daerah yang dalam
struktur organisasi tidak terdapat pejabat struktural dibawah
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, maka Peraturan
Bupati Siak Nomor 104 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Siak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Siak Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Siak Nomor 104 Tahun 2019 tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Kabupaten Siak, perlu dilakukan penyesuaian;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud padahuruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 104 Tahun 2019
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan2.
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan
Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran NegaraTahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan
Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran NegaraTahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4880);



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah beberapakali dengan Undang-UndangNomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143,Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42,Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentangPedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita NegaraTahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentangPembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015

Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentangPembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019
Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 104 TAHUN 2019 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIAK.

Pasal I

Ketentuan Pasal 8 dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 104 Tahun 2019 tentang
Pentujuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 104) sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 35 Tahun 2021 tentang PerubahanAtas Peraturan Bupati Siak Nomor 104 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak
(Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021 Nomor 35) diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 8

(1) PA/KPA dalam melaksanakan kegiatan/sub kegiatan menetapkan pejabat pada
SKPD/Unit SKPD selaku PPTK.



(2) PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA.
(3) Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA/ KPA sebagaimanadimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis
Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;

b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban
pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan

¢. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatanSKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yangmengatur mengenai pengadaan barang/jasa.
(4) Tugas mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis Kegiatan/Sub kegiatanSKPD/Unit SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:a. menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;

b. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; danc. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepadaPA/KPA.
(5) Tugas menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban

pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf b meliputi:
a. menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;b. menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan

yang ditetapkan dalam ketentuan perundangundangan; dan
c. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.

(6) Dalam membantu tugas, PPTK pada SKPD bertanggung jawab kepada PA.
(7) Dalam membantu tugas, PPTK pada Unit SKPD bertanggung jawab kepada KPA.
(8) Dalam hal PPTK berhalangan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan, PA/KPA mengambil alih mandat yang dilaksanakan oleh PPTK.
(9) PA/KPA dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) PPTK di lingkungan SKPD/UnitSKPD.
(10) Penetapan PPTK berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, besaran

anggaran Kegiatan/sub kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang kendali, dan/atau
pertimbangan objektif lainnya yang kriterianya ditetapkan kepala daerah.

(11) Pertimbangan penetapan PPTK didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi.
(12) PPTK merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai

dengan tugas dan fungsinya.
(13) Pegawai ASN yangmenduduki jabatan struktural merupakan pejabat satu tingkatdi bawah kepala SKPD selaku PA dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan

berintegritas.
(14) Dalam hal PA melimpahan kepada KPA, PPTK merupakan Pegawai ASN yangmenduduki jabatan struktural satu tingkat dibawah KPA dan/atau memiliki

kemampuan manajerial dan berintegritas.
(15) Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural

dibawah PA/KPA, PA/KPA dapat menetapkan Pejabat Fungsional yang berada
satu tingkat dibawah PA/KPA atau pelaksana selaku PPTK.

(16) Kriteria Pejabat Fungsional/Pelaksana yang ditunjuk menjadi PPTK sebagaiberikut:
a. memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas;
b. minimal Golongan III.b dengan masa kerja kepangkatan minimal 2 (dua)

tahun; dan
c. tidak pernah dikenakan sanksi hukuman disiplin.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupatiini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 26 Juli 2023

PATI
s1ak, |)
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A.

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 26 Juli 2023

RIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

ARFAN USMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2023 NOMOR ®©&


